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ABSTRACT 

 

SRI WIDIMAHENDRATI, 201720252006, Unlawful Elements in Criminal Acts of Corruption 

Based on Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in 

conjunction with Law Number 20 of 2001 (Case Study of Supreme Court Decision No. 347 

K/Pid.Sus/2016). 

      Eradication of criminal acts of corruption is closely related to the formulation of policies in 

law enforcement, especially criminalization, namely the element of violating the law. Many 

mistakes are made by lawmakers in formulating the articles in the Law on the Eradication of 

Criminal Acts of Corruption, giving rise to different interpretations from law enforcement 

officials which lead to legal uncertainty in law enforcement of criminal acts of corruption. The 

purpose of writing this thesis is to find out and analyze the elements against the law in Article 2 

paragraph (1) and how the Panel of Judges applies the law to the interpretation of the elements of 

unlawful acts in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law 

Number 20 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in the Decision of the 

Supreme Court Number: 347 K/Pid.Sus/2016. 

      The act of enriching oneself, another person or the corporation of the perpetrator is clearly 

contrary to the prevailing laws and regulations and is contrary to the sense of propriety and 

justice in society, because the act of the perpetrator to enrich himself or another person or the 

corporation is carried out with using state money so that the state is harmed and can result in 

disruption of the state economy. Legislators should clarify who is the subject of Article 2 

paragraph (1) of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is only aimed at civil 

servants, state administrators or state officials who abuse their authority and Article 2 paragraph 

(1) should not focus on elements "enriching" and "profitable" but more focused on the 

perpetrators whether there are elements of against the law. 

 

Keywords: Unlawful Elements, Corruption, Injustice. 
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ABSTRAK 

 

SRI WIDIMAHENDRATI, 201720252006, Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana 

Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 

K/Pid.Sus/2016). 

Pemberantasan tindak pidana korupsi ini berhubungan erat dengan kebijakan formulasi dalam 

penegakan hukum khususnya kriminalisasi yakni perihal unsur melawan hukum.Banyak 

kesalahan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dalam 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan interpretasi 

yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian 

hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan bagaimana 

penerapan hukum oleh Majelis Hakim terhadap penafsiran unsur perbuatan melawan hukum 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 

347 K/ Pid.Sus/2016.  

      Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau juga korporasi pelaku ini jelas-jelas telah 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan rasa 

kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan pelaku untuk memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau juga korporasi itu dilakukan dengan menggunakan uang negara 

sehingga negara dirugikan dan dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian negara. 

Pembuat undang-undang seharusnya memperjelas siapa saja yang menjadi subjek Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya ditujukan kepada pegawai 

negeri, penyelenggara negara, atau pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dan 

seharusnya Pasal 2 ayat (1) tidak terfokus kepada unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” 

tapi lebih terfokus kepada pelaku apakah ada unsur melawan hukum. 

 

Kata Kunci :Unsur Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Ketidakadilan. 
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